JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian

E-ISSN 2829-7334| P-ISSN 2829-5439 EN:LmAN & PENGABDHNS

Hompage: https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl

Analisis Whistleblowing Behavior: Menguji Peran Intensi Internal dan
Organizational Culture dalam Perspektif Theory of Planned Behavior

Srigita Ananda Sukma, MC. Oetami Prasadjaningsih
Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia, Indonesia
Email: kotaksuratgita@gmail.com

Abstract
Keywords: Whistleblowing is an important mechanism for preventing and
Whistleblowing Intention, detecting misconduct in public organizations such as BPJS

Ketenagakerjaan. However, the decision to report wrongdoing is
influenced by psychological and organizational factors. Based on the
Theory of Planned Behavior (TPB), attitude, subjective norm, and
. perceived behavioral control influence behavioral intention.
Public Sector Organizational culture is also assumed to play a role in shaping
whistleblowing intention and behavior. This research aims to analyze
the effect of attitude toward whistleblowing, subjective norm,
perceived behavioral control, and organizational culture on
whistleblowing intention, as well as the effect of whistleblowing
intention on whistleblowing behavior, including its mediating role.
The study employed a quantitative approach using Structural
Equation Modeling—Partial Least Squares (SEM-PLS) with
SmartPLS 4.0. Data were collected through an online questionnaire
from 100 employees of BPJS Ketenagakerjaan. Attitude toward
whistleblowing has a positive and significant effect on
whistleblowing intention. Subjective norm and perceived behavioral
control do not significantly affect intention. Organizational culture
significantly influences whistleblowing intention and indirectly
affects whistleblowing behavior through intention. Individual
attitude and organizational culture play a more dominant role in
shaping  whistleblowing  intention  than  social  pressure.
Whistleblowing intention acts as the key mediator in encouraging
whistleblowing behavior.

Whistleblowing Behavior,
Theory of Planned Behavior,
Organizational Culture,

Kata Kunci: Abstrak

Whistleblowing, Whistleblowing menjadi mekanisme penting dalam mencegah dan
Perilaku Whistleblowing, mendeteksi pelanggaran pada organisasi publik seperti BPJS
Theory of Planned Behavior, Ketenagakerjaan. Namun, keputusan untuk melapor dipengaruhi

oleh faktor psikologis dan organisasi. Berdasarkan Theory of
Planned Behavior (TPB), sikap, norma subjektif, dan perceived
behavioral control memengaruhi niat berperilaku. Selain itu, budaya
organisasi diduga turut berperan dalam membentuk niat dan perilaku
whistleblowing. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh
attitude toward whistleblowing, subjective norm, perceived
behavioral  control, dan organizational culture terhadap
whistleblowing intention, serta pengaruh whistleblowing intention
terhadap whistleblowing behavior, termasuk peran mediasi niat.
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan SEM-PLS
melalui SmartPLS 4.0. Data diperoleh dari 100 karyawan BPJS
Ketenagakerjaan melalui kuesioner daring. Attitude toward
whistleblowing berpengaruh positif dan signifikan terhadap
whistleblowing intention. Subjective norm dan perceived behavioral
control tidak berpengaruh signifikan terhadap niat. Organizational
culture berpengaruh signifikan terhadap niat dan secara tidak

Budaya Organisasi,
Sektor Publik
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langsung terhadap perilaku melalui mediasi whistleblowing
intention. Sikap individu dan budaya organisasi lebih dominan dalam
membentuk whistleblowing intention dibandingkan tekanan sosial.
Whistleblowing intention menjadi mediator utama dalam mendorong
terbentuknya whistleblowing behavior.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
dijabarkan bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-
cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam
hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan Pemimpin pemerintahan.
Penyelenggaraan Negara harus mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-
sungguh dan penuh tanggung jawab, dimana penyelenggara negara yang bersih adalah
penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari
praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Dalam mewujudkan
masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu secara terus menerus
ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta
tindak pidana korupsi pada khususnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) yang
merupakan badan penyelenggara negara memiliki fungsi mengemban amanah dalam
melaksanakan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh tenaga kerja Indonesia dan
keluarganya meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan
Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiunan (JP) serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) harus
dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebaik-baiknya melalui perwujudan menjadi
Badan Penyelenggara yang bersih. BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara negara
mendapat mandat khusus dari pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi pekerja
juga diharapkan dapat memberikan payung kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia
dengan kelolaan dana Ratusan Triliun Dana Jaminan Sosial. Hal ini tentu tidak terlepas dari
peran dan komitmen seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai Badan Hukum Publik di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan senantiasa
menjunjung tinggi praktik antikorupsi guna mencapai kinerja bersih dan berintegrasi dengan
berkomitmen untuk menerapkan ‘Etika Kerja dan Antikorupsi’ pada Kode Etik BPJS
Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga menerapkan anti korupsi di seluruh aspek
kegiatannya, termasuk pengelolaan dana pekerja. Dewan Pengawas dan Direksi BPJS
Ketenagakerjaan mendukung dan membangun zona integritas serta menetapkan BPJS
Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi melalui penandatanganan Pakta Integritas
yang berlaku bagi karyawan dan vendor. Manajemen BPJS Ketenagakerjaan tidak memberikan
toleransi terhadap tindakan kecurangan (zero fraud tolerance) dan akan menindak atau
memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, terdapat Sistem Pengendalian Kecurangan (Fraud
Control System/FCS) sebagai langkah pencegahan kecurangan (fraud).

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen penuh terhadap penerapan prinsip tata kelola yang
bersih melalui kebijakan anti fraud, anti korupsi dan anti gratifikasi yang diterapkan secara
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menyeluruh di seluruh lini organisasi. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan sistem
pengendalian internal, penyusunan pedoman perilaku serta penyediaan saluran pelaporan
pelanggaran (whistleblowing system) yang aman dan terpercaya. Upaya ini bertujuan untuk
menjaga integritas institusi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta
memastikan pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berjalan secara transparan,
akuntabel dan bebas dari penyimpangan (Laporan Terintegrasi BPJS Ketenagakerjaan, 2024).

BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan Whistleblowing System (WBS) sebagai
sarana resmi pelaporan dugaan pelanggaran guna mendukung good governance. Sistem ini
dikelola oleh Komite Integritas dan menjamin kerahasiaan serta perlindungan pelapor. WBS
bertujuan mendeteksi dan mencegah pelanggaran, meningkatkan efektivitas tata kelola dan
pengendalian internal, serta memudahkan manajemen dalam menangani laporan secara cepat
dan akurat. Namun, data menunjukkan tren penurunan jumlah laporan melalui WBS, dari 296
laporan (2022) menjadi 180 (2023) dan turun lagi menjadi 102 (2024). Penurunan ini
mengindikasikan adanya tantangan dalam mendorong intensi pegawai untuk melaporkan
pelanggaran, meskipun sistem telah dirancang aman dan transparan.

Secara teoritis, intensi whistleblowing dapat dijelaskan melalui Theory of Planned
Behavior (TPB) yang menyatakan bahwa niat dipengaruhi oleh attitude toward behavior,
subjective norm, dan perceived behavioral control. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil
yang tidak konsisten terkait pengaruh ketiga determinan tersebut. Selain itu, budaya organisasi
juga dinilai berperan penting dalam membentuk nilai, norma, dan sikap yang mendukung atau
menghambat perilaku whistleblowing, tetapi temuan empiris terkait perannya juga masih
beragam. Di sektor badan hukum publik seperti BPJS Ketenagakerjaan, karakter birokratis dan
budaya hierarkis dapat memberikan dinamika tersendiri dalam pembentukan intensi pelaporan.
Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan TPB dengan dimensi budaya organisasi
(Hofstede) untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi intensi dan perilaku
whistleblowing secara lebih komprehensif, serta menjelaskan penurunan pelaporan WBS
secara kontekstual.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji whistleblowing intention dengan
pendekatan TPB. Mustafida, (2020) menemukan bahwa sikap individu berperan penting dalam
membentuk niat whistleblowing karyawan di Indonesia. Owusu et al. (2020) menunjukkan
bahwa komponen TPB dapat menjelaskan intensi whistleblowing pada mahasiswa akuntansi.
(Lazim et al., 2022) meneliti perilaku whistleblowing pada pegawai sektor publik di Malaysia
dan menemukan bahwa faktor psikologis berkontribusi terhadap kecenderungan melapor.
(Zhang et al., 2024) juga menunjukkan bahwa TPB yang diadaptasi mampu menjelaskan
intensi whistleblowing pegawai publik. Namun, temuan penelitian sebelumnya belum
sepenuhnya konsisten, terutama terkait pengaruh subjective norm dan perceived behavioral
control terhadap whistleblowing intention.

Selain faktor psikologis, budaya organisasi juga menjadi aspek penting dalam
membentuk perilaku etis pegawai. Budaya organisasi dapat memengaruhi cara individu
memahami pelanggaran, menilai risiko pelaporan, serta menentukan apakah whistleblowing
dipandang sebagai tindakan yang benar dan didukung organisasi. (Tripermata et al., 2022)
menunjukkan bahwa budaya etis organisasi berhubungan dengan intensi whistleblowing.
(Suharto, 2020) menemukan bahwa budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan sistem
whistleblowing berperan dalam pencegahan fraud. Sementara itu, (Guritno et al., 2021)
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menjelaskan bahwa dimensi budaya Hofstede berkaitan dengan tingkat korupsi di negara
berkembang. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi dapat
memperkuat atau justru melemahkan keberanian individu dalam melaporkan pelanggaran.

Meskipun penelitian tentang whistleblowing telah banyak dilakukan, masih terdapat
celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu
lebih banyak menekankan determinan psikologis dalam TPB, sementara integrasi antara TPB
dan organizational culture masih relatif terbatas. Kedua, penelitian mengenai whistleblowing
dalam konteks badan hukum publik di Indonesia, khususnya BPJS Ketenagakerjaan, belum
banyak dilakukan. Ketiga, belum banyak penelitian yang secara khusus menempatkan
whistleblowing intention sebagai variabel mediasi antara faktor psikologis, budaya organisasi,
dan whistleblowing behavior. Padahal, dalam organisasi publik yang birokratis dan hierarkis,
keputusan untuk melapor tidak hanya dipengaruhi oleh sikap pribadi, tetapi juga oleh budaya
organisasi, persepsi risiko, dan kepercayaan terhadap sistem pelaporan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian model whistleblowing behavior dengan
mengintegrasikan determinan TPB, yaitu attitude toward whistleblowing, subjective norm, dan
perceived behavioral control, bersama organizational culture dalam satu model analisis.
Penelitian ini juga menempatkan whistleblowing intention sebagai variabel mediasi untuk
menjelaskan hubungan antara faktor psikologis dan budaya organisasi terhadap perilaku
whistleblowing. Dengan mengambil konteks BPJS Ketenagakerjaan, penelitian ini
memberikan kontribusi empiris pada organisasi publik yang telah memiliki sistem
whistleblowing, tetapi masih menghadapi penurunan jumlah laporan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
attitude toward whistleblowing, subjective norm, perceived behavioral control, dan
organizational culture terhadap whistleblowing intention, serta menganalisis pengaruh
whistleblowing intention terhadap whistleblowing behavior pada karyawan BPJS
Ketenagakerjaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji peran mediasi whistleblowing
intention dalam hubungan antara faktor psikologis dan budaya organisasi terhadap perilaku
whistleblowing. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian perilaku
whistleblowing berbasis Theory of Planned Behavior dengan memasukkan budaya organisasi
sebagai faktor kontekstual. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam memperkuat budaya integritas, meningkatkan
kepercayaan terhadap WBS, memperjelas perlindungan pelapor, serta membangun lingkungan
kerja yang mendukung keberanian pegawai dalam melaporkan pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan
dan kegunaan tertentu. Beberapa jenis metode penelitian bisa dilihat dari landasan filsafat, data
dan analisisnya dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu metode penelitian kuantitatif,
kualitatif dan kombinasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan
tujuan untuk menggambarkan dan menguji/ hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2024)
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Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengaruh positif dan negatif dari variabel
endogen, variabel eksogen dan variabel intervening. Pada penelitian ini variabel endogen yaitu
whistleblowing behavior, variabel eksogen yaitu Attitude towards Whistleblowing, Subjective
Norm dan Perceived Behavioral Control yang berasal dari perspektif Theory of Planned
Behavior dan Organizational Culture serta variabel intervening yaitu Whistleblowing
Intention. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian-penelitian sebelumnya yang
membahas theory of planned behavior pada whistleblowing behavior.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber
data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari
sumber aslinya dan bersifat aktual (up to date). Pengumpulan data dilakukan melalui
penyebaran kuesioner sebagai instrumen penelitian, yaitu seperangkat pertanyaan atau
pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2024).
Kuesioner disusun menggunakan media Google Form dan didistribusikan kepada responden
melalui email. Data yang diperoleh berasal dari realitas lapangan dan digunakan untuk
mengumpulkan informasi terkait variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini (Sugiyono,
2024).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei atau angket
sebagai instrumen utama. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang diperoleh
langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan BPJS
Ketenagakerjaan. Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel penelitian dan diukur
menggunakan skala Likert untuk menilai sikap, pendapat, serta persepsi responden terhadap
fenomena yang diteliti. Skala yang digunakan terdiri dari lima kategori jawaban, yaitu sangat
tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5). Jawaban responden menjadi data inti dalam penelitian
ini. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan dua teknik utama,
yaitu statistik deskriptif dan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least
Squares (PLS) dengan bantuan software SmartPLS.

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data yang diperoleh,
sedangkan SEM-PLS digunakan untuk menguji hubungan kausal antar variabel laten dalam
model penelitian. Pengujian SEM-PLS meliputi tiga tahap, yaitu analisis outer model, inner
model, dan pengujian hipotesis. Outer model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas
konstruk melalui indikator seperti loading factor, Average Variance Extracted (AVE),
Composite Reliability, dan Cronbach’s Alpha. Inner model digunakan untuk menguji
hubungan struktural antar variabel dengan melihat nilai R* dan Q? sebagai indikator
kemampuan prediktif model. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai t-statistik
(>1,96) dan p-value (<0,05) pada tingkat signifikansi 5% untuk menentukan diterima atau
ditolaknya hipotesis penelitian.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Outer Model (Uji Validitas)
Convergen Validity

Convergent validity atau validitas konvergen digunakan untuk menentukan validitas
setiap hubungan antara suatu indikator dengan variabel laten. Validitas konvergen dari model
pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score /
component score yang diestimasi dengan software PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan
tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,7. Namun menurut Chin dalam (Ghozali, 2021) untuk
penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6
dianggap cukup memadai.
Discriminant Validity

Discriminant Validity digunakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk laten benar-
benar berdiri secara unik dan tidak ditafsirkan responden sebagai bagian dari konstruk lain
dalam kuesioner. Uji ini menggunakan nilai cross loadings. Suatu indikator dinyatakan
memenuhi discriminant validity apabila nilai cross loadings indikator pada variabelnya adalah
yang terbesar dibandingkan pada variabel lainnya. Menurut Chin yang dikutip oleh (Ghazali,
2021) jika nilai cross loadings indikator pada variabelnya adalah paling besar dibandingkan
variabel lainnya maka data dikatakan valid.
Analisis Outer Model (Uji Reliabilitas)

Tahap berikutnya adalah melakukan pengujian reliabilitas. Pengujian ini bertujuan
untuk menilai tingkat konsistensi, ketepatan, dan stabilitas instrumen dalam mengukur
konstruk yang diteliti. Pada model pengukuran dengan indikator reflektif, reliabilitas konstruk
dievaluasi menggunakan dua ukuran, yaitu Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability. Suatu
konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai Composite Reliability > 0,70 dan nilai Cronbach’s
Alpha > 0,60. Di samping itu, pemenuhan validitas diskriminan pada model pengukuran juga
dinilai melalui hasil cross loadings. Tabel X.X menyajikan nilai Composite Reliability,
Cronbach’s Alpha, serta Average Variance Extracted (AVE) untuk seluruh variabel yang
digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Reliabilitas Variabel

Variabel Cronbach’s Composite Average Variance
Alpha Reliability Extracted (AVE)

Attitude Toward Behavior 0.948 0.956 0.708
(X1)
Subjective Norm (X2) 0.971 0.976 0.873
Perceived Behavioral 0.924 0.939 0.688
Control (X3)
Organizational Culture (X4) 0.965 0.969 0.725
Whistleblowing Intention (Z) 0.963 0.968 0.794
Whistleblowing Behavior 0.972 0.974 0.718
(Y1)

Berdasarkan tabel 1 diperoleh nilai cronbach alpha untuk setiap variabel lebih besar
dari > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai reliabilitas yang
tinggi. Serta diperoleh nilai composite reliability untuk setiap variabel lebih besar dari 0,7. Dan
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begitu pula dengan nilai average variance extracted keseluruhannya diatas 0,5. Hal ini
menunjukkan bahwa masing-masing variabel adalah reliabel.

Analisis Inner Model (Model Struktural)

Penilaian terhadap model struktural dalam PLS dilakukan dengan mengkaji nilai R-
Square pada variabel dependen sebagai indikator kemampuan prediktif model, serta
mengevaluasi koefisien jalur (path coefficients) pada variabel independen untuk menentukan
arah dan kekuatan hubungan antar konstruk. Selanjutnya, signifikansi statistik dari masing-
masing jalur dianalisis melalui nilai T-statistic yang dihasilkan dari prosedur bootstrapping.
Representasi lengkap model struktural penelitian ini ditampilkan pada gambar berikut:

x11

x1.2

0888
xaa 4

0.903/
0882 xa.

Gambar 1. Model Analisis Partial Least Square (PLS)
Sumber: Output SmartPLS 4, diolah oleh peneliti (2026)

Pengaruh Attitude toward Behavior terhadap Whistleblowing Intention

Variabel attitude toward behavior dalam penelitian ini merepresentasikan keyakinan dan
evaluasi individu terhadap tindakan whistleblowing. Berdasarkan Theory of Planned Behavior
(TPB), sikap terbentuk dari keyakinan individu mengenai konsekuensi positif atau negatif
suatu perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa attitude toward behavior berpengaruh
positif dan signifikan terhadap whistleblowing intention, yang berarti semakin positif sikap
pegawai terhadap whistleblowing, semakin kuat niat mereka untuk melaporkan pelanggaran

2685



melalui WBS.Temuan ini mendukung asumsi dasar TPB bahwa sikap merupakan determinan
penting dalam pembentukan intensi perilaku. Pegawai yang meyakini bahwa whistleblowing
membawa manfaat bagi organisasi dan meningkatkan integritas cenderung memiliki niat yang
lebih besar untuk melapor. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Mustafida, 2020) dan (Zhang
et al., 2024), namun berbeda dengan (Perdana et al., 2018). Perbedaan tersebut dapat dijelaskan
oleh faktor konteks organisasi, dimana sistem pelaporan yang kredibel dan nilai etika yang kuat
dapat memperkuat pengaruh sikap terhadap intensi. Dengan demikian, sikap pegawai menjadi
faktor kunci yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas WBS di BPJS
Ketenagakerjaan.

Pengaruh Subjective Norm terhadap Whistleblowing Intention

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjective norm tidak berpengaruh signifikan
terhadap whistleblowing intention. Subjective norm dalam penelitian ini menggambarkan
persepsi individu terhadap tekanan atau harapan sosial dari atasan, rekan kerja, maupun
lingkungan organisasi terkait tindakan whistleblowing.

Temuan ini tidak sejalan dengan hipotesis awal maupun beberapa penelitian sebelumnya,
namun konsisten dengan hasil (Lazim et al., 2022). Dalam kerangka Theory of Planned
Behavior (TPB), subjective norm seharusnya mencerminkan keyakinan normatif dan motivasi
individu untuk mengikuti harapan sosial. Namun, tidak signifikannya pengaruh tersebut
mengindikasikan bahwa keputusan pegawai BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan
whistleblowing lebih dipengaruhi oleh pertimbangan personal dibandingkan tekanan sosial.

Perbedaan hasil dengan penelitian lain dapat disebabkan oleh karakteristik organisasi,
konteks budaya, dan tingkat dukungan normatif terhadap whistleblowing. Dengan demikian,
subjective norm belum menjadi determinan utama intensi whistleblowing dalam penelitian ini,
sehingga organisasi perlu memperkuat norma yang secara eksplisit mendukung dan
menormalisasi praktik pelaporan pelanggaran.

Pengaruh Perceived Behavior Control terhadap Whistleblowing Intention

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived behavioral control tidak berpengaruh
signifikan terhadap whistleblowing intention. Variabel ini merefleksikan persepsi individu
mengenai kemampuan diri, kendali, serta ketersediaan sumber daya dalam melakukan
pelaporan pelanggaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun karyawan merasa
memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan whistleblowing, persepsi tersebut
belum menjadi faktor penentu dalam membentuk niat pelaporan. Dalam kerangka Theory of
Planned Behavior (TPB), perceived behavioral control seharusnya mencerminkan keyakinan
individu terhadap kemudahan atau hambatan dalam melakukan suatu perilaku. Namun, tidak
signifikannya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kontrol diri belum cukup kuat
mendorong intensi whistleblowing di konteks penelitian. Temuan ini sejalan dengan penelitian
(Mustafida, 2020), tetapi berbeda dengan (Lazim et al., 2022) dan (Perdana et al., 2018) yang
menemukan adanya pengaruh signifikan. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh konteks
organisasi dan kondisi lingkungan kerja masing-masing penelitian.
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Pengaruh Organizational Culture terhadap Whistleblowing Intention

Hasil penelitian menunjukkan bahwa organizational culture berpengaruh signifikan
terhadap whistleblowing intention. Budaya organisasi diukur menggunakan enam dimensi
budaya Hofstede, yang dipahami sebagai sistem nilai yang terinternalisasi melalui struktur,
kebijakan, dan praktik organisasi, serta membentuk pola pikir, persepsi moral, dan perilaku
individu dalam menghadapi dilema etika.

Dalam perspektif Hofstede, budaya berfungsi sebagai mental programming yang
memengaruhi bagaimana individu menafsirkan pelanggaran, mengevaluasi tingkat
penyimpangan, serta memutuskan apakah tindakan tersebut perlu dilaporkan. Dimensi seperti
power distance memengaruhi keberanian melapor—semakin tinggi hierarki, semakin besar
hambatan untuk whistleblowing—sementara budaya yang lebih egaliter mendorong rasa aman
psikologis. Selain itu, uncertainty avoidance dan long-term orientation juga dapat
meningkatkan kecenderungan melapor karena individu lebih sensitif terhadap risiko dan
dampak jangka panjang pelanggaran.

Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa
budaya dan nilai moral berpengaruh terhadap intensi whistleblowing, khususnya ketika
organisasi menekankan integritas, keterbukaan, dan akuntabilitas. Meskipun terdapat
perbedaan dengan beberapa studi yang tidak menemukan pengaruh langsung budaya terhadap
pencegahan fraud, penelitian ini menegaskan bahwa budaya organisasi memiliki peran strategis
dalam membentuk niat whistleblowing melalui internalisasi nilai, norma, dan persepsi etis
individu.

Pengaruh Whistleblowing Intention terhadap Whistleblowing Behavior

Hasil penelitian menunjukkan bahwa whistleblowing intention berpengaruh signifikan
terhadap whistleblowing behavior, yang menegaskan bahwa niat merupakan faktor penentu
utama perilaku pelaporan pelanggaran. Temuan ini selaras dengan Theory of Planned Behavior
(TPB) yang menyatakan bahwa intensi merupakan determinan paling kuat dari perilaku aktual
karena mencerminkan kesiapan individu untuk bertindak.Penelitian sebelumnya (Nur et al.,;
Lazim et al., n,d; Perdana et al., n,d) juga mendukung temuan ini, bahwa niat menjadi jembatan
utama antara faktor psikologis dan perilaku nyata. Dukungan eksternal seperti regulasi yang
tegas, perlindungan pelapor, dan sanksi hukum dapat memperkuat persepsi kontrol perilaku,
sehingga niat lebih mudah direalisasikan dalam tindakan.Dengan demikian, peningkatan
perilaku whistleblowing perlu difokuskan pada pembentukan niat yang kuat melalui penguatan
sikap positif, norma yang mendukung, serta jaminan perlindungan dan kemudahan mekanisme
pelaporan.

Pengaruh Perceived Behavior Control terhadap Whistleblowing Behavior

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived behavioral control berpengaruh
signifikan terhadap whistleblowing behavior. Artinya, persepsi individu mengenai kemudahan,
kemampuan, serta ketersediaan sumber daya untuk melaporkan pelanggaran menjadi faktor
penting dalam merealisasikan niat menjadi perilaku nyata. Dalam kerangka Theory of Planned
Behavior (TPB), perceived behavioral control tidak hanya memengaruhi intensi, tetapi juga
dapat berdampak langsung terhadap perilaku.Ketika individu merasa memiliki mekanisme
pelaporan yang jelas, perlindungan yang memadai, serta risiko pembalasan yang dapat
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dikendalikan, maka kemungkinan terjadinya whistleblowing behavior semakin besar. Dalam
konteks organisasi, tindakan ini dipandang sebagai perilaku pro-sosial yang mendukung
integritas dan tata kelola yang baik.Temuan ini sejalan dengan penelitian (May-Amy et al.,
2020) dan (Perdana et al., 2018), yang juga menemukan pengaruh langsung perceived
behavioral control terhadap perilaku whistleblowing. Secara keseluruhan, penelitian ini
menegaskan bahwa penguatan perceived behavioral control melalui perlindungan pelapor,
sistem pelaporan yang jelas, dan iklim organisasi yang aman menjadi kunci dalam
meningkatkan aktualisasi whistleblowing behavior.

Pengaruh Organizational Culture terhadap Whistleblowing Behavior.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa organizational culture tidak berpengaruh langsung
terhadap whistleblowing behavior. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya organisasi lebih
berperan sebagai konteks normatif yang membentuk sikap dan kesadaran etis individu, namun
tidak secara otomatis mendorong terjadinya perilaku pelaporan pelanggaran.Temuan ini
berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa dimensi budaya,
seperti power distance dan individualism, dapat memengaruhi keberanian melakukan
whistleblowing. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun budaya organisasi menekankan
integritas dan keterbukaan, keputusan untuk melakukan whistleblowing tetap dipengaruhi oleh
persepsi risiko serta konsekuensi pribadi dan sosial. Dengan demikian, budaya organisasi bukan
determinan tunggal dalam mendorong whistleblowing behavior. Budaya yang positif memang
menjadi prasyarat penting dalam membangun orientasi etis, tetapi realisasi perilaku
whistleblowing tetap memerlukan dukungan faktor lain, seperti persepsi kontrol perilaku dan
jaminan perlindungan bagi pelapor.

Pengaruh Organizational Culture terhadap Whistleblowing Behavior melalui
Whistleblowing Intention

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organizational culture berpengaruh positif dan
signifikan terhadap whistleblowing behavior melalui whistleblowing intention. Temuan ini
mengindikasikan bahwa budaya organisasi tidak secara langsung mendorong perilaku
whistleblowing, melainkan bekerja melalui pembentukan niat individu untuk melaporkan
pelanggaran. Dalam perspektif Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), temuan ini
menegaskan peran budaya organisasi sebagai faktor kontekstual yang membentuk norma
subjektif dan, pada tingkat tertentu, memengaruhi sikap individu terhadap whistleblowing,
yang selanjutnya bermuara pada pembentukan intensi dan aktualisasi perilaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Tripermata et al., (2021) yang menunjukkan
bahwa budaya organisasi berfungsi sebagai pembentuk nilai dan struktur kekuasaan yang
menjadi pedoman perilaku karyawan dalam menghindari tindakan negatif. Dalam kerangka
Theory of Planned Behavior, nilai dan struktur kekuasaan yang tercermin dalam budaya
organisasi menciptakan ekspektasi normatif mengenai perilaku yang dapat diterima dan tidak
dapat diterima. Ekspektasi tersebut kemudian diinternalisasi oleh individu sebagai norma
subjektif yang mendorong atau menghambat terbentuknya niat untuk melakukan
whistleblowing.

Selanjutnya, penelitian Guritno et al., (2021) menunjukkan bahwa dimensi budaya
Hofstede memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di negara berkembang.
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Tingginya tingkat masculinity mendorong orientasi pada pencapaian dan keberhasilan
material, yang dalam konteks tertentu dapat meningkatkan toleransi terhadap perilaku
menyimpang. Demikian pula, tingkat uncertainty avoidance yang tinggi dapat mendorong
individu mencari stabilitas melalui praktik informal yang menyimpang, sementara tingkat
individualism yang lebih tinggi cenderung menurunkan toleransi terhadap korupsi karena
meningkatnya rasa tanggung jawab personal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dimensi
budaya Hofstede memiliki implikasi penting dalam membentuk sensitivitas etis individu, yang
secara tidak langsung memengaruhi kecenderungan whistleblowing.

Berdasarkan literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi budaya Hofstede
memiliki keterkaitan erat dengan perilaku whistleblowing, khususnya melalui pengaruhnya
terhadap niat individu. Dimensi seperti power distance dan individualism memengaruhi
keberanian serta kecenderungan individu untuk melaporkan pelanggaran. Budaya dengan
power distance yang tinggi cenderung menekan whistleblowing karena hierarki yang kaku dan
ketakutan terhadap konsekuensi dari atasan, sehingga melemahkan pembentukan intensi.
Sebaliknya, budaya yang lebih egaliter dan individualistik menciptakan ruang psikologis yang
lebih aman dan mendorong internalisasi norma bahwa pelaporan pelanggaran merupakan
perilaku yang dapat diterima dan diharapkan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat kerangka Theory of Planned
Behavior, dimana organizational culture berperan sebagai antecedent yang membentuk norma
subjektif dan sikap individu, sehingga meningkatkan whistleblowing intention dan pada
akhirnya memengaruhi whistleblowing behavior. Implikasinya, upaya organisasi untuk
meningkatkan perilaku whistleblowing sebaiknya difokuskan pada penguatan budaya yang
mendukung keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas, sehingga niat dan perilaku untuk
melaporkan pelanggaran dapat terbentuk dan terealisasi secara konsisten.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa attitude toward behavior berpengaruh positif
terhadap whistleblowing intention, yang berarti semakin positif sikap karyawan terhadap
manfaat dan nilai etis whistleblowing, semakin kuat niat mereka untuk melaporkan
pelanggaran. Temuan ini memperkuat Theory of Planned Behavior (TPB) bahwa sikap
merupakan determinan utama pembentukan niat sebelum perilaku aktual terjadi. Sebaliknya,
subjective norm tidak berpengaruh signifikan terhadap whistleblowing intention, menunjukkan
bahwa keputusan untuk melapor lebih bersifat personal dibandingkan dipengaruhi tekanan
sosial dari atasan atau rekan kerja. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan norma organisasi
yang secara eksplisit mendukung whistleblowing.Selanjutnya, perceived behavioral control
tidak berpengaruh terhadap niat, tetapi berpengaruh langsung terhadap perilaku
whistleblowing. Artinya, persepsi kemampuan dan kendali diri belum cukup membentuk niat,
namun mampu mendorong realisasi perilaku secara langsung, terutama dalam situasi yang
mengandung risiko.Penelitian ini juga menemukan bahwa organizational culture berpengaruh
signifikan terhadap whistleblowing intention dan secara tidak langsung terhadap perilaku
melalui niat, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap whistleblowing behavior. Budaya
organisasi berfungsi sebagai konteks normatif yang membentuk sikap, norma subjektif, dan
sensitivitas etis, namun belum cukup kuat mendorong perilaku tanpa dukungan faktor
psikologis dan struktural lainnya. Secara keseluruhan, whistleblowing intention terbukti
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menjadi determinan proksimal dari whistleblowing behavior, sekaligus berperan sebagai
mediator antara faktor psikologis dan budaya organisasi terhadap perilaku aktual. Temuan ini
menegaskan bahwa dalam konteks badan hukum publik seperti BPJS Ketenagakerjaan, sikap
individu, budaya organisasi, dan persepsi kontrol memainkan peran strategis, sementara
tekanan sosial relatif kurang dominan. Oleh karena itu, peningkatan perilaku whistleblowing
sebaiknya difokuskan pada pembentukan niat melalui penguatan sikap positif, budaya
integritas, serta mekanisme perlindungan dan kemudahan pelaporan yang memadai.
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